BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat usia wanita menginjak dewasa, ada keinginan pada dirinya untuk
menikah. Dengan harapan dapat membentuk keluarga yang harmonis dengan
pasangannya. Wanita mcngaﬁ sgap  pernikahan  scbagai  salah  satu  sarana
pencapaian identitas diri yang utuh sebagai wanita dcwasa. Bz;nyak alasan
dikemukakan wanita saat memutuskan menikah. Salah satu alasan utama adalah
adanya rasa aman sckaligus melindungi. Wanita dewasa yang mulai mclepaskan
ketergantungan diri dari figur orang tua, mulai tertarik pada figur pria dewasa
yang mampu memberikan rasa aman sckaligus mencintainya. Pcerkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk
mentaati perintah Allah yang -bertujuan untuk mewujudkan kchidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.'

Adapun tujuan dari pcrnikahan adalah :

1. Mcndapatkan dan melangsungkan keturunan

'Dircktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,. 14



2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan
kasih sayangnya.

3. Memenuhi Pangadilan Agama, memeclihara diri dari kcjahatan dan
kerusakan.

4. Mcnumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab mencrima hak scrta
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperolch harta kckayaan
yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram
atas dasar cinta dan kasih sayang.?

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan membahagiakan kedua belah
pihak. Perkawinan ini scharusnya membuat suami dan isteri merasa nyaman,
diperhatikan, ~ dibutuhkan, bebas dari ketcrasingan dan kescpian schingga
kebutuhan terdalam scbagai manusia dapat terpenuhi. Pernikahan dalam Islam
tidak dapat dianggap sckedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau
hanya untuk mendapatkan anak scmata, tctapi lcbih dari itu perkawinan
merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya.?

Sesuai dengan firmannya dalam al-Quran surat: ar-Rum : 21

2 Abdur Rahman Ghazali, Figh Munakahat,(Jakarta: prenada media,2003), 24
*Al-Hamdini, Risalah Nikah, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 6
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda keckvasaan-Nya ialah Dia mcnciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentecram kcpadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”(QS. Ar-Ruum (30): 21).*

Pasal 1 Undang-undang No. | Tahun 1974 di jclaskan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara scorang pria dengan scorang wanita scbagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Kctuhanan Yang Maha Esa.® Scsuai dengan ketentuan
Pasal | Undang-undang Perkawinan seperti yang disinggung diatas, nampak jelas
bahwa UU No. 1/1974 tentang perkawinan diatas mcnganut asas monogami,
dalam arti scorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita scbagai isterinya.

Berbeda dengan “Poligami” dimana scorang pria dengan beristerikan dua
orang bahkan lcbih dalam waktu yang sama. Bentuk pernikahan ini eksistensinya
sudah ada dalam tradisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Poligami dikenal jauh scbelum lahirnya Islam, bahkan sudah ada dikalangan

bangsa-bangsa yang hidup pada zaman Purba. Dikalangan bangsa Yunani, Cina,

4Departemcn Agama RI,Al-Quran Dan Terjemahnya,(Bandung:C.V.J-ART 2005),406.

*Martiman Prodjohamidjojo, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2011), 5



India, Babilonia, Asyiria dan Mesir, jumlah isteri pada praktik poligami tidak
terbatas, bahkan hingga mencapai 130 isteri bagi seorang suami.’

Pengadilan Agama selaku lembaga yang berkompetensi, dapat
memberikan ijin kepada scorang suami untuk beristeri lebih dari scorang apabila
dikchendaki olch pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-
undang perkawinan). Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus
mengajukan permohonan ijin poligami pada Pengadilan Agama di wilayah
tempat tinggalnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan
yang dibenarkan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 scrta PP No. 9 Tahun 1975
pasal 41 (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal (57) dengan menggunakan syarat-
syarat tcrtentu baik syarat altcrnatif maupun syarat kumulatif. Karena hal
terscbut merupakan beban yang berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten
dalam poligami.

Poligami adalah rahmat Allah untuk manusia yang telah disediakan
untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum
atau tidak mencmukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang
pertama maupun yang sclanjutnya. Poligami yaitu scorang laki-laki beristeri
lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan
dalam hukum Islam. Akan tetapi pembolchan itu diberikan scbagai suatu

pengecualian, artinya pembolchan melakukan poligami itu di scrtai dengan

® Leli Nurohmah, Poligami, Saatnya Melihat Realitas, Dalam Menimbang Poligami, Jurnal
Perempuan cdisi 31, (Jakarta: Yayasan Jurnal Pcrempuan, 2003) hal 33-34



pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat, yaitu: a, suami harus
berlaku adil terhadap isteri-isterinya b, suami sanggup dam mampu menjamin
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya’, Alih-alih itu Islam
membatasinya sampai cmpat orang isteri, lagi pula Agama Islam menctapkan
syarat dan batasannya dan tidak mengijinkan sctiap orang mempunyai beberapa
isteri.®

Kcberadaan poligami atau menikah Icbih dari scorang isteri dalam lintasan
sejarah bukan mcrupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kchidupan
manusia scjak dahulu di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai
kawasan dunia.’

Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun tclah ada poligami, bahkan beliau
sendiri pun mclakukannya, namun tidak sedikit orang yang kecliru dalam
memahami praktck poligami bcliau, termasuk kaum muslimin sendiri. Ada
anggapan bahwa poligami termasuk sunah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi
anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW mclakukan poligami dengan tujuan
secbagaimana yang dilakukan olch kebanyakan pengikutnya yaitu, yakni untuk
memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk mcmuaskan syahwat dan hasrat
scksualnya. Poligami diketahui bahwa nabi melakukan poligami scmata-mata

bukan bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya, di antara alasan beliau untuk

7Sayuti Thabib, /fukum Kekeluargaan Indonesia, Gakarta:Ul-Precs,1986),56

*Murtadha Muthahari, Hak-Hak Wanita dalam Islam,(Jakart a, Lentara, 1995), 209
*Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah,... 57



melakukan poligami adalah: pertama, mengangkat martabat manusia, kedua,
menjalin ukwah janda yang di dinggal mati karena suaminya gugur dalam
pertempuran, ketiga, menyclamatkan harga diri wanita-wanita.

Dalam Hukum Islam poligami hanyalah scbagai jalan darurat, dengan
keyakinan bahwa scorang suami harus bisa berbuat adil. Hal terscbut scsuai
dengan firman Allah SWT dalam Qs an-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan  yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilal wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka
(kawinilaly) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebil dekat kepada tidak berbuat aniaya™

Tugsitu ( ‘ez ) dan ta’dilii (15 ) yang keduanya ditcrjemahkan® adil”.
Sedangkan pada kalimat ( W <SL u ) “ma malakat aimanukun?' diartikan

dengan budak-budak yang kamu miliki. Ada ulama’ yang mempersamakan
maknanya, dan ada pula yang membedakanya. Kata fugsiti7 adalah berlaku adil

terhadap dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang.

chpartcmcn Agama RLL,Al-Quran Dan Terjemahnya,(Bandung:C.V.J-ART 2005),77



Sedang ta’dilii adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi
kcadaan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.”

Dalam hal ini mengandung pengertian yang menunjukkan persyaratan adil
adalah wajib dilaksanakannya, dan berbuat adil mecmang sulit diwujudkan,

scbagaimana firman-Nya dalam Qs an-Nisa’ ayat 129:
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Artinya: “Dan kamu sckali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-
isterifmu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karcna itu
Janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), schingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mcngadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya ydug.”'-

Dalam ayat scbclumnya hingga sampai pada ayat ini, scscorang telah
diwajibkan memelihara hak-hak dua manusia yang lemah, yaitu wanita dan anak
yatim. Mcrcka diberi hak yang kuat, diharamkan memperlakukan mercka dengan
zalim, poligami diperbolchkan, lalu jumlah isteri itu dibatasi apabila sescorang

tidak bisa berbuat adil, seperti hakikat keadilan yang wajib ditegakkan diantara

para istcri.

"' Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 338-339.
2Departemen Agama RI,A/-Quran Dan Terjemahnya(Bandung:C.V.J-ART 2005),99.



Sayyid Sabiq, dalam kitab Figih Sunnah ia menjelaskan:

“Poligami Merupakan karunia Allah dalam rahmat-Nya kcpada manusia
membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-
laki bolech kawin dalam waktu yang sama lebih dari scorang isteri, dengan syarat
sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja hingga tcmpat
tinggal. Bila ia takut berbuat tak adil dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang
scharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lcbih dari scorang pcrempuan.

Bahkan jika ia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk mclayani hak scorang

isteri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk

kawin”."

Dalam memahami ayat poligami di atas, menurut para figaha’ yang dalam
hal ini adalah Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa
scorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu, karena dalam Agama Islam
sescorang laki-laki dibolchkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya
sampai cmpat orang isteri'®

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam pasal (57) dengan menggunakan syarat-syarat tertentu,
untuk melakukan poligami. Dalam hal tersebut scbagai lembaga yang berwenang
dalam mengurusi masalah ini adalah Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sclaku lembaga yang berkompetensi, dapat memberikan
ijin kepada scorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun

1974). Indonesia mengatur poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal (4) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a) dan Kompilasi Hukum Islam

“’Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 160.
“Muhammad Jawad al-Mughniyah, Figilt Lima Mazdhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 333.



Pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatif yaitu
pasal (4) Undang-undang perkawinan tahun 1974. Maupun syarat kumulatif
yaitu, pasal (5). Karcna hal tersebut merupakan bcban yang berat untuk
kemampuan pribadi yang kompcten dalam poligami.
Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang beristeri
yang lebih dari scorang apabila:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
3. Isteri tidak dapat mclahi‘rkan ketirunan
Dengan tiga alasan terscbut  dianggap belum cukup untuk  dapat
diijinkannya poligami, maka dari itu mercka yang akan mclakukan poligami
harus memenuhi syarat kumulatif, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 5 ayat 1, PP No. 9 Tahun 1975 No. 41 (b,c,a) dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 58 ayat 1.
Sclanjutnya, untuk dapat mengajukan pcrmohonan poligami ke
Pengadilan, haruslah memenuhi syarat-syarat scbagai berikut:
1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri

dan anak-anak mcreka.
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3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berbuat adil tcrhadap isteri-istcri dan
anak-anak mereka."

Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat
dikabulkannya ijin poligami di Pcngadilan Agama Lamongan, maka yang
menjadi  perhatian  penulis  terhadap  pertimbangan  dalam  putusan  No:
0147/Pdt.G/2011/PA Lmg, ialah tentang pemberian ijin poligami yang pada
dasarnya alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah
memenuhi syarat dengan alasan dibolchkannya scseorang untulf mclakukan
poligami scbagaimana dimaksudkan olch Undang-undang dan Kompilasi Hukum
Islam terscbut di atas olch karena itu, untuk menghindarkan timbulnya akibat
negatif bagi Pcmohon dan rumah-tangganya scrta bagi calon istcri Pemohon |,
Majelis Hakim memandang perlu memberikan penafsiran dan pemeriksaan.

Di dalam putusan poligami terscbut discbutkan salah satu bunyi isi putusan
bahwa, Pengadilan Agama Lamongan mengabulkan mengabulkan ijin poligami
dengan alasan pemohon telah lama membuka usaha berupa kolam pemancingan
dan usaha dagang bibit pcrikanan dengan calon isteri kedua dan pcmohon dengan
calon istcri kedua scring tinggal bersama dan pemohon khawatir akan melakukan
perbuatan yang dilarang olch Agama, yang menjadi perhatian penulis ialah
tentang pemberian ijin poligami. Alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (4) ayat (2) dan PP No. 9

'SArko]a, UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam,, 515,
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Tahun 1974 Pasal (41) Sub a. Akan tetapi Pengadilan Agama Lamongan
memutuskan untuk mencrima dan mengabulkan permohonan poligami terscbut.
Dengan berdasar pada kondisi dan latar belakang tersebut di atas, maka
penulis tertarik untuk mencliti permasalahan yang ada dalam putusan tcntang
permohonan ijin poligami, tanpa adanya syarat altcrnatif yang tclah di scbutkan
dalam Pasal (4) ayat (2) UU No. | Tahun 1974, Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun
1975 dan Kompilasi Hukumi Islam Pasal 57, schingga kasu.s: terscbut penulis

anggap menarik untuk diangkat scbagai skripsi.

. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah
Dari latar belakung masalah di atas, maka dapat di ketahui beberapa
identifikasi masalah scbagai brikut:
1. Pengertian Poligami
2. Dasar Hukum Poligami
3. Syarat-Syarat untuk melakukan Poligami
4. Faktor yang melatar belakangi poligami
5. Alasan-alasan dalam pcrmohonan poligami
6. Pertimbangan majelis Hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara Ijin
Poligami di Pengadilan Agam Lamongan

7. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama
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8. Analisis Yuridis Tcrhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
Agama Lamongan TCl.ltallg Ijin Poligami
Agar supaya pencliti lebih terarah dan tidak penyimpang dari pokok
penclitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:
1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam
Mcmutus Perkara [jin Poligami
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam P}nlusun Pengadilan

Agama Lamongan Tentang ljin Poligami

C. Rumusan Masalah
Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dipahami bahwa
masalah pokok yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Dasar Majclis Hakim Dalam Putusan No:

0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami?

2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan

No:0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:
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1. Untuk menganalisis dasar hukum majelis Hakim Pengadilan Lamongan
dalam memutuskan perkara No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin
Poligami.

2. Untuk menganalisis ywridis terhadap pertimbangan Hukum Hakim
Pengadilan Agama  Lamongan  dalam  memutuskan  perkara  No:

0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami.

E. Kcgunaan Hasil Penclitian .
Hasil penclitian ini diharapkan dapat sekurang-kurangnya, yaitu:
1. Dari Scgi tcoritis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan,
pcemikiran pembaca pzfda umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang
bergelut di bidang Ahwalus syakhsiyah yang berkaitan dengan poligami dan
memperluas ilmu pengetahuan,
2. Dari Scgi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan scbagai bahan
pertimbangan bagi peneliti dalam penclitian selanjutnya yang berkaitan
dengan Putusan Hakim dalam perkara ijin poligami dan masukan Hukum bagi

Hakim untuk memutus kasus yang scrupa, scrta scbagai bahan pengetahuan,

dan pertimbangan bagi masyarakat secara luas.
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F. Defisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam

penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1.

Analisis yuridis  adalah: Suatu penguraian berdasarkan hukum  dan
perundang undangan yang berlaku.'® Dalam hal ini yang menjadi obyck
adalah Undang-undang No. | Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang
di jadikan dasar untuk mecmutuskan ijin poligami di Pengadilan Agama
Lamongan No:0147/Pdt.G/2011/PA.Limg -
Pertimbangan Hukum adalah: Dasar Hukum yang harus digunakan dalam
persctujuan mengkabulkan perkawinan antara scorang laki-laki dengan lebih
dari scorang wanita dalam waktu yang sama.'” Dalam hal ini yang menjadi
obyck adalah pertimbangan dan dasar hukum majclis hakim di Pengadilan
Agama Lamongan yang tidak m;:nggunakan pasal 4 ayat (2) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Ijin Poligami adalah : scorang laki-laki yang mengajukan permohonan ke
Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari scorang, tetapi dibatasi paling
banyak adalah empat orang, karcna melebihi dari empat berarti mengingkari

kebaikan yang disyariatkan plch Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami

isteri.'®

1: Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus lliniah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994) 29.
! Wijs.Poerwa Darminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta.1982),74
8 Slamet Abidin, Aminuddin, Figih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.
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G. Kajian Pustaka

Masalah ijin poligami scbenarnya telah banyak di bahas dalam berbagai
macam karya tulis yang lain diantaranya:

Pertama skripsi saudari yuliati yang berjudul ” Permohonan ljin Poligami

!
Karena Isteri Monupause (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo).” Pada
skripsi tersebut mcnjcluskuﬂ keputusan  Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
mengabulkan permohonan ijin ﬁoligami karcna isteri monupausc yang berakibat
tidak mencukupi pclayanan biologis tcrhadap suami sangat relefan dengan
hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, meskipun pada dasarnya
alasan poligami tcrscbut tidak ada dalam Undang-undang perkawinan.

Kedua skripsi Abdullah Shomad Buchory, dengan judul : “Analisis
Hukum Islam  Terhadap Putusan Pengadilan  Agama Banyuwangi No.
838/Pdt.G/2008/PA Bwi. Tentang Permohonan [jin Poligami Karcna Isteri
Stroke”. Dalam skripsi ini membahas dan menitik beratkan tentang bagaimana
analisis Hukum Islam tcrhadap ijin poligami dikarcnakan istcri tclah stroke.
Dengan kesimpulan, poligami dengan alasan isteri mengalami penyakit stroke
diperbolehkan.

Ketiga skripsi saudari Rany Wulanjari dengan judul "Pertimbangan Hakim
dalam Permohonan Ijin Poligami dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama

Gresik (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA.Gs.)”. Pada skripsi tersebut
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menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim dalam permohonan ijin poligami
dengan putusan verstek karena tanpa hadirnya termohon.

Sedangkan dalam kasus ini penulis mengambil judul ” Analisis Yuridis
Terhadap Pertimbangan Hdkum Putusan Pengadilan Agama (PA) lamongan No:
0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin Poligami”, kajian-kajiannya berbeda
dengan skeripsi yang scbelumnya, yang mana pada penelitian ini membahas
tentang alasan-alasan hakim dalam mengabulkan perkara ijin poligami di
Pengadilan Agama Lamongan dengan alasan, a, pcmohon telah lama membuka
usaha bersama, berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit lele
perikanan dengan calon isteri kedua, b, pcmohon dan calon isteri kedua scring
tinggal bersama, dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang
di larang olch Agama. Di dalam skripsi di atas alasanya berbeda dengan skripsi
penilis, pertama karcna isteri monopaus yang berakiabat tidak mencukupi
kebutuhan biologis, kedua menitik beratkan tentang bagaimana analisis hukum
Islamnya terhadap ijin poligami di karenakan isteri stroke, ketiga putusan ijin

poligami dengan putusan verstek untuk itulah ini layak untuk di kaji.

. Metode Penelitian
Mctode yang diperlukan dengan suatu cara yang sistematis dan di
perlukan untuk menjalankan keberhasilan serta diharapkan dapat mendukung

keberhasilan penelitian ini.
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Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah scbagai

berikut;

a. Putusan Hakim No‘:"'0147/Pdt.G/201 1/PA.Lmg. tentang ljin Poligami

. b. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Ijin Poligami di Pengadilan

Agama Lamongan
= =]

c. Dasar hukum ijin poligami

Sumbcr Data
Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan
adalah:
a. Sumber Data Primer
1) Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan, No:
0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg, Terhadap Permohonan Ijin Poligami

2) Para Anggota Majelis Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili
perkara tersebut.
b. Sumber Data Sekunder
Kemudian sebagai data pelengkapnya di ambil dan dipcroleh.dari

bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang di teliti, diantaranaya

adalah;
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1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975
2) Kompilasi Hukum Islam
3) Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Pcrkawinan Islam,Jakarta,
pustaka amani, 20(52
4) Sayyid Sabiq, figilh jus 6, bandung, PT al-ma’arif, 1990
3. Tcknik Pcngumpulan Data
a. Dokumentasi
Yaitu menelaah sumber data primer putusan pengadilan Agama
Lamongan NO:0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg sccara mendalam berkaitan
dengan masalah permohonan ijin poligami
b. Wawancara dengan Hakim
Yaitu mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung
kepada responden, yaitu tim majclis hakim yang mecnangani perkara
NO0:0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg tentang ijin poligami di Pengadilan
Agama Lamongan Drs. Abd Rouf Abdullah, SH sclaku Hakim dan H.

Syaifuddin Latief, SH scbagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan

Agama Lamongan.
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4. Tcknik Analisis Data
Sesuai dengan beberapa teknik penelitian yang sudah dipilih diatas,

maka mctodc analisis yang dipergunakan, adalah:

a. Deskriptif adalah menggambarkan mengenai putusan ijin poligami di
Pengadilan Agama Lamongan

b. Decduktif yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya
sccara umum kemudian menganalisis dengan putusan hakim Pengadilan

Agama Lamongan yang mengabulkan pcrmohonan ijin poligami.

I. Sistcmatika Pcmbahasan

Untuk dapat memberikan gambaran sccara garig besar pada masalah-
masalah yang di tcliti, mempermudah pecmbahasan dan dapat di pahami sccara
jelas, maka penclitian ini disusun dalam bab dan sub bab, scbagai berikut:

Bab pcrtama adalah pendahuluan, bab pertama ini berisi latar belakang
masalah, Identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustakan, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
opcrasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adapun sub bab nya berisi tentang pengertian poligami, dasar

hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan-alasan poligami, prosedur

poligami.
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Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian, meliputi: gambaran
umum Pengadilan Agama Lamongan, struktur organisasi Pengadilan Agama
Lamongan, wewcnang Pengadilan Agama Lamongan, yang kemudian
dilanjutkan dengan ‘déskripsi pemberian ijin  poligami yang mecliputi
pertimbangan hukum Hakim scrta dalil-dalil dan Pasal-Pasal yang digunakan
scbagai rujukan dalam memutus dan mengabulkan ijin poligami

Bab cmpat, adapun isi pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Analisis
yuridis Dasar Majlis Hakim Dalam Putusan No: 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg
Tentang Ijin Poligami, serta Analisis Yuridis Terhadap Pcrtimbangan. Hukum
Hakim Putusan pengadilan No:0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg Tentang Ijin
Poligami.

Bab lima, scbagai akhir penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan

dan saran.



